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Air softgun merupakan salah satu alat olah raga yang mirip dengan 
senjata api yang sering digunakan oleh kepolisian dan militer. Meski mirip, 
namun Air softgun tidak seperti senjata api karena peluru yang digunakan 
berjenis ball bullet. Belakangan ini banyak sekali oknum yang 
memperdagangkan Air softgun secara bebas untuk keuntungan pribadinya 
sendiri. Cara mendapatkannya pun sangat mudah hanya perlu datang ke toko-
toko yang menjual Air softgun tanpa dilengkapi lisensi dari pihak khusus untuk 
dapat memiliki Air softgun. Karena dengan tidak adanya lisensi atau surat 
khusus kepemilikan, dapat mengganggu keanyamanan dan keamanan 
masyarakat. Hal ini dikarenakan Air softgun sangat mirip sekali dengan senjata 
api, dan tidak semua toko Air softgun yang menjual bebas barang 
dagangannya. Ada juga toko yang menjual Air softgun hanya kepada pihak 
yang telah memiliki lisensi atau izin dari pihak yang bersangkutan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli 
senjata Air softgun di Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli Air 
softgun secara komersial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui praktik jual beli senjata Air softgun di toko Airrifle Bukit 
Kemuning Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan 
hukum Positif tentang jual beli Air Softgun secara komersial. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 
reseach) yang di analisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Sampel diambil dengan menggunakan total sampling, instrumen pengumpulan 
data yang digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi. Analisa 
data dilakukan melalui tiga langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Berdasarkan haasil penelitian, bahwa praktik jual beli senjata Air 
Softgun secara komersial pada toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara 
barang yang menjadi obyek jual beli senjata Air softgun adalah senjata jenis 
Hand Gun dan Riffle. Jual beli senjata Air Softgun tidak sesuai aturan yang 
berlaku dikarenakan tidak adanya bukti-bukti surat kepemilikan terhadap 
praktek jual beli senjata Air softgun ini. Penjual menjual senjata Air softgun 
tanpa adanya lisensi dikarenakan keuntungan yang diperoleh pemilik toko juga 
besar. Menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik 
jual beli senjata Air Softgun di toko Airrifle di Bukit Kemuning Lampung 
Utara, dalam hal ini jual belinya belum sesuai dengan hukum Islam karena 
tidak terpenuhi syarat jual belinya, ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu 
َرُريَُزالُُ  artinya (Kemudharatan itu harus dihilangkan), jual beli Air softgun اَلضَّ
ini banyak menimbulkan kemudhratan yaitu dapat menimbulkan sesuatu 
bahaya bagi jiwa manusia. Dan juga belum sesuai dengan hukum positif 
dikarenakan senjata Air softgun dijual tanpa adanya surat kepemilikan lisensi 
sesuai prosedur. Karena pentingnya surat kepemilikan senjata ini sebagaimana 
dalam Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 8/2012 bahwasannya dalam hal 







                              
                      
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara  
kamu. dan janganlah kamumembunuh dirimu.  
Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.1 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 
jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 
adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 
istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.  
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 
Positif Tentang Jual Beli Air Softgun Secara Komersial’’ (Studi 
Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara). Adapun istilah-
istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
1
 
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tata aturan yang harus 
ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan 
Al-Qur’an dan As-Sunnah serta ijma’ sahabat.
2
 Hukum Islam 
dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur 
hubungan antara sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah. 
3. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang 
mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga 
mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu 
individu atau kelompok. 
4. Senjata Air Softgun secara komersial adalah replika senjata api 
yang menyerupai bentuk aslinya digunakan untuk olahraga atau 
permainan yang mensimulasi militer (perang-perangan). Air 
softgun sangat aman dan baik digunakan asalkan penggunanya 
menggunakan pengaman yang memadai dan mematuhi prosedur 
penggunaan Air softgun.3 Sedangkan komersial adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga 
                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470. 
2 Beni Ahmad  Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 
51. 
3 Isa Ginanjar, “Air Softgun hanya mainan biasa,” dalam 




tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan 
budaya, atau komersial juga dapat diartikan segala sesuatu yang 
bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat 
diambil keuntungan darinya. 
Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan judul 
skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang 
praktik jual beli Air Softgun yang di jual bebas (di Toko Airrifle 
Bukit Kemuning Lampung Utara). 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis 
memilih judul diatas karena berdasarkan pada : 
1. Alasan Obyektif 
Karena telah terjadi jual beli senjata Air softgun secara 
komersial kepada konsumen dan tidak adanya bukti-bukti 
kepemilikan senjata atau lisensi. Toko tersebut langsung menjual 
senjata Air softgun ke konsumen agar dapat mencari keuntungan 
sendiri dan mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan 
sebagainya). Air softgun memang bukan senjata api, tapi harus 
adanya bukti-bukti kepemilikan senjata atau lisensi terkait 
tindakan tersebut merupakan diskresi aparat kepolisian. Diskresi 
yakni kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan 




2. Alasan Subyektif 
Pembahasan judul ini menarik dan memiliki relevansi 
dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah 
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. Berdasarkan data jurusan dan sepengetahuan penulis, 
belum ada yang membahas topik ini, sehingga sangat 
memungkinkan untuk mengakat sebagai judul skripsi. 
  
                                                             
4 http://injury.findlaw.com/product-liability/airsoft-guns.html, diakses pada 2 




C. Latar Belakang Masalah 
Manusia didalam kehidupannya sering melakukan jual beli 
untuk kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan. Serta memiliki 
beberapa kaidah dan etika moralitas dalam islam. Allah SWT telah 
menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia 




Dalam Muamalah yang merupakan bagian dari syariah 
selain mengatur bidang sosial, juga mengatur tentang aktifitas 
perekonomian seperti jual beli. Salah satu bidang muamalah yang 
terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi mengenai 
jual beli. Jual beli merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam 
kehidupan manusia dalam memenuhu kebutuhan hidupnya sehari-
hari, walaupun demikian bisnis atau perniagaan tidak lepas dari 
nilai-nilai ke Islaman. Jual beli sebagai salah satu kegiatan 
muamalah bukan hal yang asing dimasyarakat, dengan demikian 
persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi 




Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnnya. Dengan kegiatan itu ia 
memperoleh rezeki, dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan 
kehidupannya. Terdapat banyak ayat alquran dan hadis Nabi yang 
merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi 
termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas tetapi 
tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-quran. Apabila 
kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan 
menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli, calo, 
perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.
7
 
                                                             
5 Kamus Al-Munawir, kamus Arab Indonesia, cet 14. (Yogyakarta: PP. Al-
Munawir, 1997), h. 1108. 
6 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya, Vira Jaya Multi Press, 
2009).h. 47. 
7 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah 




Manusia merupakan makhluk yang rakus, mempunyai hawa 
nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan 
watak dan karakteristiknya, tidak merasa puas sehingga transaksi-
transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan 
keuntungan yang sangat minim, maka harampun bisa menjadi riba. 
Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang 
berbau riba adalah dikalangan umat muslim yang notabene 
mengetahui aturan-aturan “The Rules of Syaria”. 
Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar 
benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara 
kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu 
menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah 
disepakati. Jika asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di 
antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang 
diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban 
bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang 
menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana 
yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. 
Jadi untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan 
mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar sangat 




                             
               
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
 
Dan dalil Sunnah yaitu, dari Abu Hurairah: 
                                                             




هَى رَ  َ َ عَ  ى هللا  ل  هللا صَ  ل  ىس  ن َ  ن  عَ  مَ ل  سَ وَ  ة  ي  ل   ع  ي  ب
ل  َ وَ  ر  رَ غَ ا   ع  ي  ب
ل  ة  صَ حَ ا  ا
“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli 
hasah”. 
 
Yang dimaksud jual beli (gharar) dalam hadis ini bukan 
hanya jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam hal dzat-
nya saja. Tetapi juga sifat beserta unsur-unsur yang ada di 
dalamnya, termasuk barang yang diperjual belikan apakah 
mempunyai manfaat bagi pembeli atau tidak.
9
 Sementara itu barang 
yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah senjata Air 
softgun. Di Indonesia Air softgun mulai dikenal sejak awal 1990.an 
dan lebih popular dikalangan laki-laki. Air softgun adalah senjata 
yang terbuat dari plastik yang menyerupai senjata aslinya. Bahkan 
diantaranya ada yang terbuat dari logam (stainless steel). Pada 
umumnya Air softgun terbuat dari “alloy plastic metal”, sejenis 
plastik yang keras. 
Hal ini dikarenakan Air softgun sangat mirip sekali dengan 
senjata api, namun tidak semua toko senjata yang menjual bebas 
barang dagangannya, ada juga toko yang menjual hanya kepada 
pihak yang telah memiliki lisensi atau izin dari pihak yang 
bersangkutan seperti PERBAKIN (Persatuan Penembak Indonesia). 
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarmya 
kepemilikan Air softgun tidak termasuk tindakan kriminal karena 
sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) UU darurat 12/1951. Hal 
ini dikarenakan Air softgun bukanlah senjata api, namun Kepolisian 
Indonesia tetap mencantumkan posisi Air softgun dimata hukum. 
Dikatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya senjata 
dari Kapolda u.p. dirintelkam dengan adanya tembusan Kapolres 
setempat, dengan dilengkapi persyaratan - Pasal 20 ayat (2) 
Perkapolri 8/2012. 
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Jika dicermati dalam pasal 2 UU Darurat 12/1951,
10
 maka 
Air softgun juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, 
apalagi penusuk. Meskipun demikian perlu dicermati aturan dan 
undang-undang terkait jual belinya serta kepemilikanya, karena 
dikhawatirkan membahayakan dan di salah gunakan. Seiring 
ditemukan kasus penodongan dan pembegalan dengan 
menggunakan senjata Air softgun di daerah Lampung Utara.  
Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan ini dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam 
dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Senjata Air Softgun Secara 
Komersial’’ (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
adalah : 
1. Bagaimana praktik jual beli senjata Air Softgun di Toko Airrifle 
Bukit Kemuning Lampung Utara? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai 
jual beli Air Softgun secara komersial? 
E. Tujuan  Penelitian 
Tujuan Penelitian ini : 
a. Untuk mengetahui praktik jual beli senjata Air Softgun di 
Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara. 
b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
mengenai jual beli Air Softgun secara komersial. 
 
                                                             
10 Bunyi poin tersebut adalah : 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke 
Indonesia, membuat, menerima, mecoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba 
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penusuk (slag steek of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya sepuluh tahun. 2) Dalam pengertian senjata memukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata 
dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan 
rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang 





F.  Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian ini adalah : 
a. Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan 
yang sangat berarti dalam bidang Muamalah (Hukum 
Ekonomi Syari’ah). Karena hasil penelitian ini setidaknya 
mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, 
khususnya terhadap jual beli senjata Air softgun secara 
komersial. 
b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
diri sendiri penulis maupun orang lain dan untuk melengkapi 
syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung. 
G.  Tinjauan Pustaka 
Adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang 
topik tertentu. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan 
sumber literatur yang digunakan sebagai referensi. 
1.  “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Airsoftgun di 
Umbrella Corporation City Of Tomorrow (CITO) Surabaya”. 
Skripsi ini ditulis oleh Desi Susilawati, IAIN Sunan Ampel.
11
 
Penelitian ini menjelaskan terkait praktik jual beli senjata Air 
Softgun dimana pemilik toko menjual senjatanya menggunakan 
lisensi kepada konsumen, karena untuk menghindari dampak 
negatif yaitu berupa tindakan kriminal. Maka Umbrella 
Corporation (CITO) mengharuskan pembeli untuk menjadi 
anggota G TEAM club dan menyediakan lahan latihan skirnish. 
2. “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Menggunakan Airsoft gun”. Skripsi ini ditulis 
oleh Zulham Effendi Hasibuan, Universitas Sriwijaya.
12
 
Penelitian ini menjelaskan terkait pertimbangan hakim dan 
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menjatuhkan sanksi pidana pada putusan No.15/Pid.B/2013/PN. 
Dimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang 
menggunakan senjata Airsoft gun adalah 6 (enam) bulan terlalu 
ringan dan kurang memberikan efek jera kepada terdakwa. 
Maka tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi 
tindak pidana yang sama. 
3. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-undang Darurat No 12 
Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft Gun Di 
Wilayah Sleman”. Skripsi ini ditulis oleh Beny Susanto, 
Universitas Jaya Yogyakarta.
13
 Penelitian ini menjelaskan terkait 
untuk mengetahui penerapan undang-undang darurat no 12 
tahun 1951 dalam menangani kepemilikan airsoft gun tidak 
tepat, karena airsoft gun bukan merupakan senjata api. Upaya 
yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan 
penyalahgunaan senjata ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 
upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan, dan upaya 
refresif yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum 
terhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun. 
4. “Pengaturan Kepemilikan dan Penyalahgunaan Replika Senjata 
Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-undangan 
Di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh I Gde Putu Sureksha Satya 
Pravita, Universitas Udayana.
14
 Penelitian ini menjelaskan 
terkait banyaknya kasus yang meresahkan masyarakat karena 
penyalahgunaan airsoft gun yang perlu dibuat aturan mengenai 
kepemilikan senjata tersebut, tetapi merujuk pada undang-
undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepemilikan atau hanya 
membawa airsoft gun bukan merupakan suatu tindak pidana, 
kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana 
menggunakan senjata airsoft gun yang dimilikinya. Pertanggung 
jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan senjata airsoft gun 
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dipidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan 
tentang kepemilikannya tidak dapat dipidana, tetapi polisi dapat 
melakukan diskresi berupa penyitaan terhadap airsoft gun yang 
tidak memiliki izin tertentu.   
5. “Perizinan Terhadap Kepemilikan Air Softgun Bagi Warga Sipil 
Di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Adji Ranuling, Universitas 
Sriwijaya.
15
 Penelitian ini menjelaskan terkait dampak yang 
dapat menimbulkan beberapa hal baik kebidang ekonomi, 
lingkungan, ketertiban, bahkan keamanan sebuah Negara. 
Dalam skripsi ini penulis lebih merujuk kepada pengaturan 
perizinan terkait prosedur kepemilikan air softgun secara legal 
serta pertanggung jawaban hukum jika memiliki air softgun 
secara illegal atau dengan kata lain tidak memiliki izin dari 
pihak-pihak tertentu. 
Sedangkan dalam skripsi penulisan ini membahas praktik 
jual beli senjata Air Softgun secara komersial. Karena jual beli 
senjata Air Softgun tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak 
adanya bukti-bukti surat kepemilikan sesuai prosedur terhadap 
praktek jual beli senjata Air softgun ini. Penjual menjual senjata 
Air softgun tanpa adanya lisensi dikarenakan keuntungan yang 
diperoleh pemilik toko juga besar. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis  dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian  
Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
reseach) yaitu suatu penilitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau 
diresponden.
16
 Pada hakikatnya penilitian lapangan ini 
merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan 
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realistis tentang apa yang sedang terjadi di Toko Airrifle 
Bukit Kemuning Lampung Utara. 
 
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang di 
maksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode 
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 
objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta 
hubungan antara diantara unsur-unsur yang ada atau 
fenomena tertentu”.
17 
Dalam penelitian ini akan 
digambarkan praktik jual beli senjata Air softgun secara 
komersial sehingga akan diperoleh gambaran umum yang 
komprehensif tentang praktik tersebut. 
Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri, 
sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu 
: “Suatu proses mengatur urutan data. 
Mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan 
uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, 
penafsiran dan iterpretasi data”.
18
 Dengan demikian maka 
dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan 
melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan 
umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu 
analisis kritis. 
2.   Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan 
ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah 
generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
                                                             
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 
Maju, 2004), h. 32. 
 18 M.S Kaelan, Metode Penelitian Bidang Kualitatif  Bidang Filsafat, 






 Adapun populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 15 orang, yaitu 1 orang pemilik toko senjata Air 
softgun, 2 karyawan toko, 1 Komisaris Polisi Polres Bukit 
Kemuning Lampung Utara dan 11 konsumen di Bukit 
Kemuning Lampung Utara. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti dalam suatu penelitian.
20
 Untuk menentukan sampel, 
maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang 
dikemukakan oleh Suharismi Arikunto yang menyatakan 
bahwa: “apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih 
baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar 
dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.
21
 
Dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan 
bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah 
orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji 
sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari 
keseluruhan sampel yang ada. 
Berdasarkan penjelasan diatas, adapun yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang sebagai 
berikut: 
a) Pemilik toko senjata Air softgun 1 orang 
b) Karyawan toko 2 orang 
c) Komisaris Polisi Polres Bukit Kemuning Lampung 
Utara 1 orang 
d) Konsumen 11 orang 
3. Data dan Sumber Data 
Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Sedangkan Menurut S.Nasition data primer adalah data yang 
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dapat diproleh  langsung dari lapangan atau tempat penelitian.
22
 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum 
Islam dan hukum positif dari mekanisme dan bagaimana 
praktik jual beli senjata air softgun secara komersial di toko 
Airrifle bukit kemuning lampung utara. Oleh karena itu sumber 
data yang digunakan dalam penilitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer 
yang diperoleh peniliti dengan melakukan observasi dan 




b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang didapati dari catatan, 
buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.
24
 Data sekunder 
yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-
lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang 
akan di kaji dalam penilitian ini. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, 
digunakan beberapa metode, yaitu : 
a. Observasi 
Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai 
pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 
pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
25
 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek 
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penelitian. Observasi yang dilakukan, yaitu dengan 
pengumpulan data secara langsung di toko Airrifle Bukit 
Kemuning Lampung Utara dengan mengamati sistem jual 
beli senjata Air softgun secara komersial. 
b. Interview 
Interview adalah metode pengumpulan data dengan 
cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan 
berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
26
 
Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan 
untuk di ajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang 
mengetahui tentang masalah penelitian sehingga proses 
interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid 
yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan dilihat dari 
perspektif hukum Islam dan hukum positif. 
c. Dokumentasi 
Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan 
interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara 
melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual 
beli senjata Air softgun, baik itu bersifat resmi maupun 
pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen 
intern dan ekstern.
27
 Dokumen intern dapat berupa memo, 
pengumuman, instruksi,  dan lain-lain. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum 
Islam tentang jual beli senjata Air softgun yang akan dikaji 
menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa 
analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli 
senjata Air softgun secara komersial. Tujuannya dapat dilihat 
dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, yaitu agar 
dapat memberikan konstribusi keilmuan serta memberikan 
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pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif 
tentang jual beli senjata Air softgun. 
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode 
berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang 
mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 
kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan 
dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 
berkenaan dengan jual beli senjata Air softgun. Hasil 
analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan 
dalam sistematika pembahasan dalam penilitian ini.
28
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, 
akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan 
aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, 
sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem 
perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran 
muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala 
cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara 
untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. 
Untuk menghindari muḍarat setiap orang dituntut 
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu 
sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya traansaksi. Fakta 
inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli. 
Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik 
terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “ba‟a 
asy-syaia” jika mengeluarkan hak miliknya, dan ba‟ahu dia 
membelinya dan memasukkanya ke dalam hak miliknya.
1
 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-Bai‟, Al- 
Tijarah, dan Al Mubadalah berarti menjual, mengganti dan 
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Bay‟ dalam 
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yaitu lafal Al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian 
makna kata Al-Ba‟i mengandung arti menjual sekaligus membeli 
atau jual beli. 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli 
yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 
masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah 
mendefinisikannya dengan: 
الٍ  ًَ  ْىصٍ صُ َعهَى َوْجِه َيخْ  ُيبَاَدنَةُ َياٍل بِ
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“Saling menukar harta dengan harta melalui cara 
tertentu”.2 
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara 
yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui 
ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan 
menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling 
memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di 
samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi 
manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak 
termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-
benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis 
barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama 
Hanafiyah jual belinya tidak sah. 
Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, 
dan  Hanabillah, menurut mereka jual beli adalah: 
الٍ  الٍ يَ  ةُ نَ ادَ بَ يُ  ًَ ًٍْكا َو  بِ هِ ًْ هًُّكاتَ ًَ  تَ
“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan”.3 
 
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata‚ 
milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang 
sifatnya tidah harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah). 
Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), 
terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan 
jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-
hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut 
jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga 
termasuk manfaat dari suatu benda.
4
 Oleh sebab itu manfaat dari 
suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama 
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Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang 
mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut 
mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli. 
Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan 
cara saling menukarkan harta dengan harta (al-muqayyadhah), 
tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena 
masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti 
uang.  Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu 
liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan 
pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu 
sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka. Jual beli ini 
dalam istilah fiqh disebut dengan istilah al-muqayyadhah.5 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam al-Quran 
dan as-Sunnah, yakni: Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 
275: 
بَاأَ وَ  ٍَْع َوَحرَّ َو انرِّ َحمَّ هللاُ اْنبَ
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”.6  
Dalam al-Quran surat al-Nisa‟ ayat 29: 
                               
                       
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
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di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.7 
 
Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh 
mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah 
(boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-
Syatibi (W 790 H), seorang  pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh 
berubah menjadi wajib.
8
 Imam Asy-Syatibi memberikan contoh 
ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang melakukan 
ikhtikar dan mengakibatkna harga melonjak naik) apabila 
seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya 
harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya 
pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual 
barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya 
pelonjakan. 
Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual 
barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila 
ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. 
Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu: 
a. Dimaksudkan sebagai taklif, yang berkaitan dengan wajib, 
haram, sunah, makruh, dan mubah. 
b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara‟ dan 
perbuatan, yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti 
pernyataan‚ akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya 
disebut sahih lazim. 
c. Dimaksud sebagai dampak tasarruf syara‟ berdampak pada 
beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat 
maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.
9
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Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan 
akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.
10
 Hak-
hak akad (huquq al-aqad) adalah aktivitas yang harus dikerjakan 
sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan 
barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan 
barang yang cacat, khiyar dan lain-lain. Adapun hak jual beli 
yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan 
dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang 
harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (murafiq).11 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual Beli 
Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum 
yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas 
suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka 
dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah 
dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama 
fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk 
akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut 
: 
1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli 
3) Shigat (Ijab qabul).12 
Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini, 
jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas 
dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi 
jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang 
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b. Syarat Jual Beli 
Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur 
ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan 
subjeknya, objeknya dan ijab qabul.
14
 Selain memiliki 
rukun, al-bai῾ juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi 
syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :  
Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah 
pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan 
pembeli) disyaratkan: 
1) Berakal sehat 
Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat 
rohaninya. 
2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) 
Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan 
jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau 
paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut 
melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan 
sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan 
bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
15
 
3) Kedua belah pihak tidak mubadzir 
Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam 
perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros 
(mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum 
dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. 
Maksudnya,dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu 
perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 
menyangkut kepentingannya sendiri. 
4) Baligh atau Dewasa 
Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah 
apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah 
bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). 
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Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,tetapi 
belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum 
bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama 
diperbolehkan melakukan 30 perbuatan jual beli, 




Kedua, tentang objeknya, yang dimaksud objek jual 
beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian 
jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat: 
1) Suci barangnya 
Maksudnya, barang yang diperjual belikan 
bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, 
atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi 
tidak semua barang dapat diperjual belikan.
17
 
2) Dapat dimanfaatkan 
Maksudnya adalah tidak boleh menjual sesuatu 
yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil 
tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-
nyiakan. 
3) Milik orang yang melakukan akad 
Maksudnya, bahwa orang yang melakukan 
perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut 
atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli 
barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik 
atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
18
 
4) Mampu menyerahkan 
Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun 
sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan 
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sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang 




Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik 
mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. 
Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 
harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu 




6) Barang yang diakadkan di tangan 
Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu 
barang yang belum di tangan (tidak berada dalam 
penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang 




Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan 
pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. 
Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk 
menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap 




Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui 
dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka 
itu bergantung hati masing-masing, ini kebanyakan pendapat 
ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa 
lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan 
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kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang sepert 
itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, 
karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan 
lafal. 
Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu 
diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut 
: 
1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu 
dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan 
belum berselang lama. 
2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal 
keduanya berlainan. 
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, 
seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini 
sekian”. 
4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan 
atau setahun tidak sah.
22
 
c. Syarat sah ijab qabul 
Ijab Qabul adalah suatu pernyataan atau perkatan kedua 
belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran 
kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.
23
 atau salah 
satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa 
suka sama suka.
24
 Diantara syarat-syarat ijab Qabul yaitu: 
a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum 
kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan 
kewajibannya. 
b) Kesesuaian antara Qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas 
maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan 
pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang 
diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, 
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apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang 
diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini 
termasuk dalam harga dan sistem pembayaran. 
c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para 
pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat 
secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang 
berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya 
perbedaan tempat bisa dianggap alasan, menurut ulama 
Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan 
tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi‟iyyah dan Hanbaliyah 
mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh 
terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media 
surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak 
berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam 
surat pada hakikatnya mewakili para pihak.
25
 
Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara 
lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, 
menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari 
jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. 
Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad 
tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama 
Hanafiyah, akad yang cenderung boleh, bahkan menurut 
Ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak 
memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), 
baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. 
Apapun bentuk jual beli dan media transaksinya maka 
harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di 
atas transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli 
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Menurut pendapat para ulama fiqh syarat jual beli ada 
beberapa macam, yaitu: 
1) Menurut Mazhab Hanafi 
Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli 
dimulai dari Syarat terjadinya akad (In‟iqad), yaitu syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, jika hal ini tidak 
terpenuhi maka jual belinya batal.  
Adapun syarat tersebut yang pertama yaitu syarat 
„aqid, adapun syarat-syarat „aqid menurut ulama 
Hanafiyah.
27
 Yang pertama adalah berakal dan mumayyiz. 
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan „aqid harus  baligh, 
tasharruf boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal 
secara umum terbagi tiga, yaitu: 
a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah 
b) Tasharruf  yang tidak bermanfaat secara murni, seperti 
tidah sah talak oleh anak kecil dan 
c) Tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan 
kemudaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, 
tetapi atas seizin wali.
28
 
Syarat „aqid yang kedua, „aqid harus berbilang, 
sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri minimal 
dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan 
membeli. 
Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya 
adalah syarat  dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus 
sesuai dengan ijab dan qabul. Namun, dalam  ijab qabul 
terdapat beberapa syarat. Syarat dalam ijab qabul menurut 
madzhab Hanafi yang pertama adalah ahli akad. Menurut 
mereka, seorang anak yang berakal dan mumayyiz 
(berumur tujuh tahun tapi belum  baligh)  dapat menjadi 
ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat 
bahwa anak mumayyiz tergantung pada izin walinya. 
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Adapun menurut ulama Syafi‟iyah, anak mumayyiz yang 
belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia 
belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
29
 
Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat An-Nisa‟ ayat 
5: 
                       
          
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada 
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 
kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik”.30 
Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut 
orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas 
adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang 
tidak mampu mengurus hartanya. 
Syarat ijab qabul yang kedua adalah  qabul harus 
sesuai dengan ijab. Dan syarat yang terakhir adalah  Ijab dan  
qabul harus bersatu. Adapun syarat terjadinya akad yang 
selanjutnya adalah tempat akad harus bersatu atau 
berhubungan antara ijab dan qabul. Lalu syarat yang 
terakhir adalah ma‟uqud „alaih (objek akad). Objek akad 
harus memenuhi empat syarat. Pertama, ma‟uqud „alaih  
harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau 
dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah yang belum 
tampak, atau jual beli anak hewan yang masih di dalam 
kandungan. Selanjutnya, harta harus kuat, tetap dan bernilai, 
yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.  
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Lalu benda tersebut milik sendiri dan  dapat 
diserahkan syarat jual beli menurut madzhab Hanafi 
selanjutnya adalah syarat pelaksanaan akad. Dalam 
melakukan akad benda harus dimiliki oleh  „aqid atau 
berkuasa untuk akad.
31
 Oleh karena itu, tidak boleh menjual 
barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, 
kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya. 
Syarat jual beli menurut mazhab hanafi yang terakhir 
adalah syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, 
yaitu syarat umum dan khusus. Adapun penjelasannya adalah 
sebagai berikut: 
Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan 
semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat. Di 
antaranya adalah syarat-syarat yang telah ditentukan diatas 
selain itu juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu 
ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu 
(tauqit), penipuan (gharar) dan persyaratan yang merusak 
lainnya. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang 
hanya ada pada barang-barang tertentu. 
Agar jual beli dapat berjalan dengan lancar, maka 
harus memenuhi persyaratan berikut ini: pertama barang yang 
diperjualkan harus dapat dipegang, maksudnya jual beli benda 
yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau 
hilang. Kedua, harga awal harus  diketahui. Ketiga, serah 
terima benda dilakukan sebelum berpisah. Keempat, 
terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang 
dengan ukuran timbangan. Keenam, barang yang 
diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawbnya. Oleh 
sebab itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di 
tangan penjual. Ketujuh, syarat lujum (kemestian). Syarat ini 
hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau 
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terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan keadaan 
yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.
32
 
2) Menurut Mahzab Maliki 
Syarat-syarat yang dikemukakan olah ulama 
Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan. 
Pertama adalah syarat „aqid, syarat-syarat yang 
dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan 
dengan „aqid ada tiga syarat, yaitu: 
a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz. 
b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang 
dijadikan wakil dan 
c) Keduanya dalam keadaaan sukarela.33 
Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, 
penjual harus sadar dan dewasa. Ulama malikiyah tidak 
mensyaratkan harus Islam bagi „aqid, kecuali dalam 
membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. 
Kedua adalah syarat dalam shighat. Syarat 
tersebut yaitu: tempat akad harus bersatu, pengucapan  ijab 
qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan  qabul tidak boleh 
ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah 
satu „aqid secara adat. 
Ketiga adalah syarat harga dan yang dihargakan. 
Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang 
syari‟at, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak 
dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. Selain itu, 
barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut 
pandangan syari‟at, dapat diketahui oleh kedua orang yang 
berakad, dan dapat diserahkan. 
3) Menurut Madhzab Syafi‟i 
Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut 
ulama Syafi‟iyah adalah sebagai berikut: syarat yang 
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pertama dimulai dari syarat „aqid. Ulama Syafi‟iyah 
mensyaratkan bagi „aqid adalah sebagai berikut:34 
a) Dewasa atau sadar, „aqid harus baligh atau berakal, 
menyadari dan mampu memelihara agama dan 
hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz 
dipandang belum sah. 
b) Tidak dipaksa atau tanpa hak. 
Syarat yang jual beli kedua adalah syarat shighat. 
Dalam melakukan jual beli shighat harus berhadap-
hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat 
akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi 
dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. 
Syarat jual beli ketiga yaitu  qabul diucapkan oleh 
orang yang dituju dalam  ijab. Orang yang mengucapkan 
qabul harus orang yang diajak bertransaksi oleh orang 
yang mengucapkan  ijab, kecuali jika diwakilkan. Syarat 
jual beli menurut madzhab Syafi‟i yang selanjutnya, pihak 
yang bertransaksi harus menyebut barang atau harga. Lalu, 
ketika mengucapkan shighat harus disertai dengan niat 
(maksud). Kemudian pengucapan ijab dan qabul harus 
sempurna. Jika seseorang yang bertransaksi itu gila 
sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang 
dilakukannya batal. 
Syarat jual beli selanjutnya, bahwa Ijab qabul 
tidak terpisah.
35
 Antara  ijab dan qabul tidak boleh 
diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang 
menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. 
Antara  ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan 
lain. Lalu lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti 
perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata 
lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal 
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barang yang dijual masih sama dengan barang yang 
pertama dan belum ada qabul. 
Syarat selanjutnya kedua pihak harus bersesuaian 
antara ijab dan qabul secara sempurna dan tidak dikaitkan 
dengan sesuatu.  Akad tidak boleh dikaitkan dengan 
sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, sedangkan 
syarat yang terakhir adalah tidak dikaitkan dengan waktu. 
4) Menurut Mashzab Hanbali 
Syarat-syarat jual beli yang  dikemukakan oleh 
ulama Hanabillah adalah: 
a) Syarat „Aqid 
Menurut ulama  Hanabillah, persyaratan „Aqid 
dalam jual beli yang pertama adalah dewasa.
36
 „Aqid 
harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual 
beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat 
izin ari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. 
Syarat „Aqid selanjutnya adalah ada keridhaan. Masing-
masing „Aqid harus saling meridoi, yaitu tidak ada 
unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh 
mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti 
hakim atau penguasa. 
Ulama Hanabillah mengukumi makruh bagi 
orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau 
karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar 
harga lazim. 
b) Syarat shighat 
Adapun  syarat shighat menurut  ulama 
Hanabillah antara lain:  berada di tempat yang sama, 
tidak terpisah,  antar ijab dan  qabul tidak terdapat 
pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, dan 
tidak dikaitkan dengan sesuatu.
37
 Akad tidak boleh 
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dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan 
dengan akad. 
c) Syarat ma‟uqud alaih 
Menurut Ulama Hanabillah ma‟uqud alaih 
harus berupa harta. Ma‟uqud alaih adalah barang-
barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. 
Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya 
dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya 
membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya, 
dibolehkan pula membeli burung karena suaranya 
bagus. Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-
Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab 
al-Quran wajib diagungkan, tapi menjualnya berarti 
tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang 
jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang 
tidak bermanfaat lainnya. 
Ma‟uqud alaih harus milik penjual secara 
sempurna. Dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni 
menjual  barang tanpa seizin pemiliknya. Ma‟uqud 
alaih diharuskan jenis barang dapat diserahkan ketika 
akad. Ma‟uqud alaih harus jelas dan dketahui pihak 
yang melangsungkan akad. Namun demikian dianggap 
sah jual beli orang yang buta. Menurut ulama 
Hanabillah, harga ma‟uqud alaih harus diketahui oleh 
kedua pihak yang akad. Selain itu barang, harga, dan 
„aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan 
akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.  
4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam 
Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut: 
a. Menurut sifatnya 
Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua 
bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghairu shahih. 
Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi 




Pengertian ghairu shahih adalah jual beli yang tidak 
dibenarkan sama sekali oleh syara, dari definisi tersebut dapat 
dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 
sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau 
syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan 
oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang 
yang dijual masih belum jelas. 
Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka 
jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, 
apabila rukunnya terpenuhi tatapi ada sifat yang dilarang 
maka jual belinya disebut jual beli fasid. Selain itu, terdapat 
jual beli yang digolongkan kepada ghair shahih yaitu jual beli 
yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya 
dilarang karena ada sebab diluar akad. 
b. Menurut shighatnya 
Menurut dari shighatnya jual beli dapat dibagi 
menjadi dua yaitu: jual beli mutlaq dan ghair mutlaq. 
Pengertian dari jual beli mutlaq adalah jual beli yang 
dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan 
syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. 
Sedangkan jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang 
shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang. 
c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli 
Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi 
objeknya yaitu : 
1) Muqayyadhah adalah jual beli barang dengan barang, 
seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan 
barter.  
2) Sharf adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak 
dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya 
dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). 
Dalam jual beli sharf (uang) yang sejenisnya sama 
disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu: 






c) Harus diserahterimakan di majelis akad, apabila 
keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang 
ditukar diterima maka akan menjadi batal. 




d. Menurut harga atau ukurannya 
Dalam hal ini terdapat empat macam jual beli yang 
dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu: 
1) Jual beli murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata 
yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqaha, 
dalam pengertian murabahah adalah menjual barang 
dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan 
dengan syarat-syarat tertentu.  
2) Jual beli tauliyah menurut istilah syar‟ adalah jual beli 
barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa 
tambahan.  
3) Jual beli wadi‟ah adalah jual beli barang dengan 
mengurangi harga pembelian.  
4) Pengertian jual beli musawwamah adalah jual beli yang 
biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad 
jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat 
atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan. 
e. Menurut alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran 
langsung. 
2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu 
jual beli yang penyerahan barang secara langsumg (tunai) 
tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred 
delivery) meliputi: 
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a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli 
membayar tunai di muka atas barang yang dipesan 
(biasanya produk pertanian). 
b) Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang pembelinya 
membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan 
(biasanya produk manufaktur) dengan spesipikasi yang 
harus diproduksi dan diserahkan kemudian. 




f. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual 
beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu : 
1) Jual beli barang yang kelihatan (bai‟ al-hadir), yaitu jual 
beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa 
dilihat atau yang secara formal bisa dilihat. 
2) Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai‟ al-ghaib), yaitu 
jual beli dimana barang yang menjai objek akad tidak bisa 
dilihat. 
g. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi 
menjadi dua bagian yaitu : 
1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (bai‟ al bat), yaitu jual 
beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak 
yang berakad. 
2) Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak 
yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk 
melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya. 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari 
segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah 
menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari 
segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau 
dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan 
pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga 
bentuk, yaitu: 
a. Jual beli barang yang kelihatan 
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b. Jual beli barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam 
janji 
c. Jual beli benda yang tidak sah.40 
Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada 
waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang 
diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim 
dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti 
membeli beras di pasar. 
Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 
perjanjian ialah jual beli Salam (pesanan), menurut kebiasaan 
para pedagang, Salam adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), 
Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu 
yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah 
perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan 
hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah 
ditetapkan ketika akad. 
Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat 
dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, 
barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan 
barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang 
akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.  
Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau 
subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, 
dengan perantara, dan dengan perbuatan. 
Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad 
yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang 
dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 
pembicaraan dan pernyataan. 
Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, 
tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul 
dengan ucapan. Ada macam-macam jual beli dengan 
menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (inden), 
yaitu: 
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a. Jual beli salam (Bai‟ as-Salam) 
Secara bahasa artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari 
fi‟il nya maupun wazan maknanya.Penamaan akad ini dengan 
istilah Salam, yang memiliki arti etimologis „segera‟ (isti῾jal), 
karena akad Salam mengharuskan kesegeraan pembayaran 
(ra῾s al-mal) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan 
istilah Salaf, yang memiliki arti estimologis „dahulu‟ (sabiq), 
karena sistem pembayaran akad Salam harus didahulukan dari 
penerimaan barang (muslam fyh).41 Adapun Salām secara 
termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan 
sifatya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga 
yang diberikan kontan di tempat transaksi. 
Adapun dalil dari Nabi Shallallaahu 'alyhi wa Sallam 
adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah 
Shallallaahu 'alyhi wa Sallam datang ke Madinah, saat itu 
orang-oranag menghutangkan uang untuk ditukar dengan 
kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda 
: 
، ةَ ٌنَ ذِ ًَ نْ اَ  صهً هللا عهٍه وسهى ًُّ بِ ننَ اَ  وَ ذِ : قَ  الَ قَ  –ا ًَ هُ نْ عَ  هللَاُ  ًَ ضِ رَ  -س باَّ عَ  ٍِ بْ اِ  ٍِ عَ 
ً فِ  فْ هِ سْ ٍُ هْ فَ  رٍ ًْ ً ثَ فِ  فَ هَ سْ أَ  ٍْ : ) يَ  الَ قَ ، فَ ٍِ ٍْ تَ نَ انسَّ وَ  هَّ نَ سَّ ار انَ ًَ نثَّ ً اَ فِ  ٌَ ىفُ هِ سْ ٌُ  ىْ هُ وَ 
َف فًِ هَ سْ أَ  ٍْ : يَ يً ارِ خَ بُ نهْ . وَ هِ ٍْ هَ عَ  ق  فَ تَّ ( يُ ىوِ هُ عْ يَ  مٍ جَ أَ  ىَ نَ إِ ، ىوِ هُ عْ يَ  ٌِ زْ وَ ، وَ ىوِ هُ عْ يَ  مٍ ٍْ كَ 
ءِ  ًْ  َش
“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alyhi wa 
Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa 
meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. 
Lalu beliau bersabda: "Barang siapa meminjamkan buah 
maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, 
timbangan, dan masa tertentu. "Muttafaq Alyhi. Menurut 
riwayat al Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu.42 
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Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir 
berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad 
Salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya”. Para 
pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang 
dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk 
tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, 
sehingga akad Salam ini dibolehkan bagi mereka guna 
memenuhi kebutuhan tersebut. 
Sedangkan para fuqaha‟ mendefinisikannya sebagai 
transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang 
berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari 
namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi. 
Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun 
barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. 
Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar‟i (sesuai 
dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s berkata, 
„Tidak apa-apa jual beli „as-Salam‟ jika engkau terangkan 
sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan 
pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-gigiya. 
Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad 
Salam yang ditanggung hingga tempo tertentu telah 
dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam Kitab-Nya”. Lalu 
ia membaca QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: 
 
                         
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.43 
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5. Jual Beli Yang Dilarang 
Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali 
perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, 
eksploitasi, atau mempromosikan hal- hal yang dilarang. 
Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang 
sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya 
diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap 








a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan 
orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar 
orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti 
aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini 
dilarang karena akan menyakitkan orang lain. 
 
b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi 
sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan 
hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya. 
c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut 
disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung 
tinggi. 
d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari 
desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka 
sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga 
pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan 
orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan 
pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. 
e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian 
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dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya 
menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat 
khamr dengan anggur tersebut. 
f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih 
dalam masa khiyar.46 
g. Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan 
membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai 
uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang 
itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
47
 
h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan 
harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya 




i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram, misalnya jual beli 
babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara 
umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. 
Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti 
mendukung praktek maksiat merangsang orang 
melakukannya, atau mempermudah orang melakukannya, 
sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. 
j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi 
peluang. terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual 
tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat 
membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang 
bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang 
oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi Wa Sallam. 
Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada 
dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang 
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masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau 
ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih 
ada unsur ketidak transparanannya. 
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Jual-Beli 
Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam 
mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak 
milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) 
berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 
sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang 
menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya 
dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan 
diserahkan hak miliknya kepada pembeli. 
Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan 
konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam 
sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal 
menganut asas the privity of contract. Artinya, pelaku usaha 
hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya 
sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan 
konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum 
perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum 
perikatan, khususnya perikatan perdata.
49
 Sebagaimana dalam 
hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang 
mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. 
Istilah jual beli berasal dari terjemahan cantract of sale. 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 
1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah 
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 
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Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya 
yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual 
dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban 
untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak 
menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar 
harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur 
yang tercantum dalam definisi tersebut adalah: 
a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli 
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang 
barang dan harga 




2. Syarat-Syarat Jual-Beli 
Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat 
diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari 
perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu 
sebagai berikut: 
Supaya terjadi perjanjiaan yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal.52 
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat 
subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang 
mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir 
dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya 
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, 
dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian 
itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal 
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
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Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap 
menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa 




Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu 
perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika 
timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. 
Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, 
ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang 
sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa 
Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain 
pada isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa 
yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan 
seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undnag-undangg 
hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang 
dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah 
isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli 
isinya adalah pihak satu menghendaki uang.
54
 
Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak 
terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai 
berikut: 
a. Batal demi hukum (nietig, null and void) 
Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap 
tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini 
jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH 
Perdata Indonesia. 
b. Dapat dibatalkan (vernietigerbaar, voidable) 
Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak 
sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang 
berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat 
subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. 
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c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable) 
Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak 
dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja 
batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian 
tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. 
d. Dikenakan sanksi administrative 
Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang 
apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan 
batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan 




3. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli 
Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan 
yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak 




b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan 
menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi. 
Kewajiban untuk menanngung kenikmatan tenteram 
merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual 
diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu 
adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari 
sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.
57
 
Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga 
pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan 
menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak 
ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus 
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